PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR
53 TAHUN 2019 TENTANG PERSYARATAN BAKAL CALON PEMBAKAL
PADA PEMILIHAN PEMBAKAL SERENTAK TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

bahwa dalam rangka melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal
63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan dan Pelantikan serta
Pemberhentian Pembakal, maka Peraturan
Bupati Hulu Sungai Tengah tentang
Persyaratan Bakal Calon Pembakal pada
Pemilihan Pembakal Serentak Tahun 2020
perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor
53 Tahun 2019 tentang Persyaratan Bakal
Calon Pembakal pada Pemilihan Pembakal
Serentak Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang  Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang  Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan
dan Pelantikan serta Pemberhentian
Pembakal (Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015
Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 09
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan
serta Pemberhentian Pembakal (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018 Nomor 16);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 53
TAHUN 2019 TENTANG PERSYARATAN BAKAL CALON
PEMBAKAL PADA PEMILIHAN PEMBAKAL SERENTAK
TAHUN 2020



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai tengah Nomor 53
Tahun 2019 tentang Persyaratan Bakal Calon Pembakal pada Pemilihan
Pembakal Serentak Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2019 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

Pembakal yang mencalonkan diri kembali sebagai bakal calon Pembakal
wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dan ayat (2).

Pembakal yang mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melaksanakan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai
bakal calon Pembakal sampai dengan selesainya pelaksanaan
penetapan calon Pembakal terpilih.

Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembakal yang
mencalonkan diri kembali dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah
Desa untuk kepentingan sebagai calon Pembakal.

Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau
Camat atas nama Bupati.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Pembakal
wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dan ayat (2).

Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melaksanakan cuti sebagai Perangkat Desa terhitung
sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Pembakal
sampai dengan selesainya penetapan calon Pembakal terpilih.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi
calon Pembakal dan tidak terpilih dalam pemilihan Pembakal wajib
dikembalikan ke jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pembakal
atau Penjabat Pembakal atau Pejabat Sementara Pembakal.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd
A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal : 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020
NOMOR 15





